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ABSTRAK

Mengenai pelaksanaan perkawinan dikalangan umat Islam, sejak awal
kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkannya
ketentuan tentang perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yaitu, dengan
melakukan pencatatan perkawinan di lembaga yang berwenang, dalam hal ini
dilakukan oleh penghulu yang ada di KUA kecamatan sebagai jabatan fungsional.
Tetapi yang terjadi pada masyarakat pedesaan ada beberapa alasan yang
menjadikan perkawinan tersebut tidak dicatat dikarenakan kurangnya pengetahuan
masyarakat mengenai pentingnya pecatatan perkawinan serta jarak tempuh dari
pedesaan terlampau jauh untuk sampai di kecamatan sehingga membuat
masyarakat enggan untuk mencatat perkawinannya. Oleh sebab itu dalam hal ini
penghulu mempunyai peran penting terhadap pecatatan perkawinan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penghulu
terhadap pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung
Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penghulu dan pegawai
pencatat nikah mengenai pelayanan kepenghuluan yang dilakukan KUA secara
lebih optimal. Serta mengetahui lebih mendalam mengenai peran penghulu
terhadap pencatatan perkawinan.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta-fakta sebenarnya, secara
sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara akurat,
sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Kemudian mengadakan interpretasi yang
kritis sekaligus mencari metode pemecahnya, dan dianalisis secara kualitatif
dengan cara berfikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil dari data temuan menunjukkan bahwa peran penghulu
belum optimal dalam melaksanakan pencatatan perkawinan, karena adanya faktor
penghambat terutama dalam hal sarana prasarana sehingga tidak dapat
menjangkau ke desa-desa yang jaraknya jauh dari kecamatan. Dalam hal ini
penghulu berupaya untuk mengoptimalkan pencatatan perkawinan dengan
mengadakan sosialisasi tentang pencatatan perkawinan dan biaya pencatatan
perkawinan, memberikan kursus kepada calon pengantin, memberikan cara
administrasi pernikahan pada acara musyawarah pembangunan supaya dapat lebih
optimal lagi dalam melakukan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Abung
Semuli.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam karya ilmiah. Untuk

memperjelas pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul dengan makna

atau  definisi yang terkandung di dalamnya, dengan jelas judul skripsi ini

adalah; “PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN

PERKAWINAN (Studi Pada KUA Kecamatan Abung Semuli

Lampung Utara)” Untuk menghindari kesalah pahaman dalam

memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya

penegasan terhadap judul tersebut.

“Peran yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan

sebagai pemain, proses, cara dan perbutan memerankan”.1

“Penghulu berasal dari kata hulu, yang menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia  diartikan sebagai kepala, dapat diartikan pula kepala

yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama

Islam”.2

“Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka

menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat

artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada

masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti ontentik

yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk juga oleh

pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil”.3

1Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,  Cetakan IV, 2007, hlm. 854

2Ibid, hlm. 850
3 Arso Sastromodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Bulan

Bintang,  1978), hlm 55-56.
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“Menurut UU No. 01 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan adalah

suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.4

Berdasarkan judul di atas dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud

dengan judul keseluruhan yaitu pembahasan mendalam mengenai peran

penghulu terhadap pencatatan perkawinan dengan mengkaji upaya peran

penghulu dalam melaksanakan pencatatan perkawinan pada KUA

Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi adalah sebagai

berikut:

1. Secara objektif

a. Penelitian ini sebagai sarana untuk mengingat bahwa masalah

pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang sangat urgen untuk

diteliti lebih lanjut. Karena peran penghulu yang ada sekarang

dalam melakukan pencatatan perkawinan masih banyak kekurangan

sehingga menimbulkan permasalahan.

b. Penelitian ini dilakukan juga untuk mengetahui peran penghulu

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah

secara optimal atau tidak. Serta upaya apa yang dilakukan penghulu

sebagai perannya dalam hal pencatatan perkawinan.

4Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Bandung: Fokusmedia,
2010), cet. 3, hlm. 1-2, pasal 1
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2. Secara subyektif

a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang

penyusun pelajari di Fakultas Syari’ah jurusan Ahwal Al-

Syakhshiyyah.

b. Literatur dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan

skripsi ini tersedia di perpustakaan, sehingga dengan mudah skripsi

ini diselesaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Mengenai pelaksanaan perkawinan dikalangan umat Islam, sejak

awal kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan

menetapkannya ketentuan tentang perkawinan yaitu dalam peraturan

perundang-undangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah

untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan serta sebagai

legalisasi dan kepastian hukum baik terghadap kehidupan pribadi dan

keluarga, termasuk juga akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah

perkawinan tersebut.5

Perkawinan itu sendiri berkaitan erat dengan masalah-masalah

kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar

adanya tertib hukum. Tugas-tugas penghulu berkaitan dengan penerapan

dan syari’at agama Islam dibidang perkawinan bukan sekedar seremonial,

namun tugas-tugas tersebut juga menjadi sarana perwujudan ketaatan

5Yufi Wiyos Rini Masykuroh,S.Ag., M.S.i, Bp4 Kepenghuluan, (Bandar Lampung:
Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 1.
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seorang muslim dan pengikat ikatan lahir dan batin antara seorang pria

dengan seorang wanita.6

Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat pada

masa modern ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai di

mana posisi pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan. Karena pada

dasarnya syari’at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap

setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya

pencatatan nikah amat sangat diperlukan.7 Karena pencatatan nikah dapat

dijadikan alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian

hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana firman Allah

SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

               )282:البقرة(

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menuliskannya”. (Al-Baqarah : 282)8

Ayat di atas menerangkan bahwa perintah pencatatan tertulis dalam

segala bentuk urusan mu’amalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan

sebagainya. Dan dijelaskan juga pada ayat di atas bahwa, alat bukti tertulis

itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan

persaksian, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Dengan

adanya alat bukti tertulis ini, pasangan pengantin dapat memproses secara

6 Ibid, hlm 1.
7 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006),

cet Ke-2, hlm 123.
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al Hikmah (Bandung:

Diponegoro, 2008), hlm. 48



5

hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti

paling sahih dalam Pengadilan Agama.9

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu

perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul

adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain

tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti

yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja,

keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu

sendiri.10

Sebagaimana Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32

Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak, Rujuk, bahwa pelaksanaan

pernikahan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (penghulu). Kemudian

berdasarkan peraturan MENPAN No. PER/62/M.PAN/6/2005 telah

ditetapkan bahwa penghulu sebagai pejabat fungsional sesuai dengan

ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994, maka penghulu

tersebut bertugas melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pengawasan

pelaksanaan pernikahan.11

Adapun tahap  atau tatacara  pelaksanaan  perkawinan  yang  harus

dilalui  secara  hirarki, hal tersebut tertera pada Pasal 3 s/d pasal 13

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun1975 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan,

demikian  juga  serupa  dengan  Pasal  5  s/d  Pasal 27  PMA  Nomor  11

9 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm, 57.
10Prof.Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A, ., Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : PT

Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 94.
11Ibid,hlm 11.
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Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, antara lain melakukan:

Pemberitahuan Kehendak Nikah; Pengumuman Kehendak Nikah; terakhir

dilakukan Pelaksanaan Perkawinan dan Pencatatan.12

Tetapi dalam sebuah pernikahan pada masyarakat pedesaan ada

beberapa alasan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak dicatatkan.

Pertama, pernikahan tanpa wali, pernikahan semacam ini dilakukan secara

rahasia yaitu sengaja tidak dicatatkan dikarenakan pihak wali perempuan

tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan  tanpa wali atau

karena hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belakang tanpa

mengindahkan ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, perkawinan yang sah

secara agama tetapi tidak dicatatkan dalam lembaga pncatatan Negara

dikarenakan ada beberapa faktor misalnya dalam faktor wilayah yang

tempatnya jauh sehingga untuk mencatatkan perkawinannya

membutuhkan jarak yang jauh untuk sampai ke kecamatan bisa juga

karena faktor ekonomi sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karna pertimbangan-pertimbangan

tertentu misalnya karena takut mendapatkan dampak negatif dari

masyarakat yang terbiasa dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau

karena pertimbangan-pertimbangan yang rumit yang memaksa seseorang

untuk merahasiakan penikahannya.

Wilayah Kecamatan Abung Semuli ini berada di Kabupaten

Lampung Utara. Kecamatan Abung Semuli yang akan diteliti ini terdapat

12Pasal 2-11 Peraturan Pemerintah  Repuplik  Indones ia  Nomor  9 Tahun  1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang   Nomor  1 Tahun  1974 tentang Perkawinan  jo. Pasal 5, 9, 13, 16,
26 Peraturan  Menteri Agama Nomor  11 Tahun  2007 tentang  Pencatatan  Nikah.
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tujuh desa, Kecamatan tersebut telah mempunyai kantor KUA sejak tahun

2010 yang di dalamnya terdapat pegawai  pencatat nikah yang mempunyai

tugas dalam hal pencatatan perkawinan, akan tetapi masyarakat

Kecamatan Abung Semuli dengan kurangnya pengetahuan mengenai

pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka lebih memilih

melakukan perkawinan dengan tidak dicatat dengan menjadikan tokoh

agama atau Kyai sebagai penghulu pada kecamatan tersebut. Hal ini

disebabkan jarak untuk menemui tokoh agama atau Kyai lebih dekat

dibandingkan dengan jarak tempuh menuju kantor KUA Kecamatan

Abung Semuli. Sehingga mereka enggan untuk melakukan pencatatan

perkawinan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana peran

penghulu terhadap pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Abung

Semuli. Dan dalam Islam maupun Undang-undang telah diatur tentang

pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan perkawinan, pelaksanan

pencatatan perkawinan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pencatatan

perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas akan dikaji hal-hal yang

berkaitan dengan peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yaitu

dikaji baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang tentang

pencatatan perkawinan itu sendiri serta peraturan-peraturan yang lainnya

yang berkaitan dengan peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan

pada KUA kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.
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D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat

merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana peran penghulu

terhadap pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Abung Semuli

Kabupaten Lampung Utara?”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penghulu dan pegawai

pencatat nikah mengenai pelayanan kepenghuluan yang dilakukan

KUA secara lebih optimal. Serta mengetahui lebih mendalam

mengenai peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis penelitian ini dapat melengkapi buku-buku yang

membahas tentang kebijakan pemerintah (Departemen Agama),

manajemen organisasi, dan sumber daya manusia serta

memperkaya pengetahuan masyarakat yang dapat mendukung

pelaksanaan peraturan tentang jabatan fungsional penghulu.

b. Dilihat dari perspektif kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat

dijadikan sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi

Departemen Agama atau instansi terkait dalam merumuskan

kebijakan penghulu sebagai jabatan fungsional serta pembinaan,

pemberdayaan, dan pengembangan KUA di masa depan.
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F. Metode Penelitian

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”13.

Sedangkan penelitian adalah “pemikiran yang sistematis mengenai

berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan

data dan penafsiran fakta-fakta”14.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field

Research) yaitu “penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang

sebenarnya”.15 Untuk memperoleh data ini penyusun mengadakan

penelitian pada KUA Kecamatan Abung Semuli Kabupaten

Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan

situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya, secara sistematis

dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut diteliti secara

akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya.16

c. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah

13 Cholid Norobuko dan Ahmadi, Metode Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1997,
hlm. 1

14 Ibid.
15 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial, CV. Mandar Maju, Bandung ,

1996 hlm. 32
16 Cholid Narbuko, Loc. Cit.
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penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.17

Populasi dalam penelitian ini adalah penghulu KUA, kepala KUA,

serta staf yang ada pada KUA di Kecamatan Abung Semuli yang

dapat memberikan informasi mengenai peran penghulu terhadap

pencatatan perkawinan di mana dalam KUA tersebut terdapat satu

penghulu KUA, satu kepala KUA dan tiga staf KUA.

Sampel (sampling) adalah cara yang digunakan untuk

mengambil sampel (contoh). Dinamakan penelitian sampel apabila

kita bermaksud untuk menggeneralissasikan hasil penelitian

sampel.18 Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa

sehingga diperoleh sampel yang benar-benar berfungsi sebagai

contoh.19 Jumlah sampel yang akan di ambil dalam penelitian ini

terdiri dari:

1) Kepala KUA Kecamatan Abung Semuli : 1 orang

2) Penghulu KUA Kecamatan Abung Semuli : 1 orang

3) Staf KUA Kecamatan Abung Semuli : 3 orang

2. Data dan Sumber Data

“Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai-nilai numeric

(angka)” sedangkan sumber data adalah “subjek dari mana data dapat

diperoleh”.20

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

17 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Edisi Revisi IV, Jakarta, 1998, hlm 90.

18Ibid, hlm.109
19 Ibid, hlm. 111
20 Ibid, hlm. 114
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a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh peneliti dari

sumber asli.21 Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data

primer dari hasil wawancara dengan penghulu, kepala KUA, dan

staf yang ada di KUA.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan antara lain

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian, kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung

dengan sumber aslinya.22Dalam hal ini diperoleh dari literatur-

literatur mempunyai relevansi dengan pembahasan ini yakni BP4

Kepenghuluan oleh Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M. Si,

Hukum Perdata Islam Di Indonesia oleh Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq,

M. A, Hukum Perkawinan Islam oleh Idris Ramulyo, Optimilisasi

Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu oleh Imam

Syaukani, Hukum Perkawinan Nasional oleh Sudarsono dan lain-

lain.

c. Data Tertier

Data tertier adalah data tambahan sebagai pelengkap berupa

daftar Isian Potensi Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara,

Kamus Bahasa Indonesia, surat kabar, artikel dan majalah.

21Kartini Kartono, Op. Cit. hlm. 32
22 Louis Gootshalk, Understanding Historial Method, Terjemahan oleh Nugroho Noto,

Susanto, UI Press, Jakarta, 1985, hlm.32
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3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik

kepustakaan dan lapangan, teknik kepustakaan yaitu penelitian

kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan

mencatat berbagai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan,

kemudian dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.23

Teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan yang

penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan proses

tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan guna

untuk memperoleh tujuan tertentu.24 Jenis interview yang penyusun

gunakan adalah interview bebas terpimpin yaitu suatu proses tanya

jawab dimana dalam menemukan pertanyaan yang dilakukan

secara bebas tetapi isi pertanyaan tersebut berpedoman pada

pokok-pokok yang telah disusun terlebih dahulu.25 Penyusun

melakukan interview dengan kepala KUA, penghulu KUA, staf

KUA.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.26 Metode ini digunakan untuk

23 Kartini Kartono, Op. Cit, hlm. 78
24 Ibid, hlm. 83
25 Ibid, hlm. 85
26 Ibid, hlm  200.
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menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini

dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau

dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan

gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kecamatan Abung Semuli

Kabupaten Lampung Utara.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data ini, ada tiga kegiatan yang

dilakukan, yaitu:

a. Penyuntingan (editing)

Kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa seluruh daftar

pertanyaan yang dikembalikan responden. Beberapa hal yang perlu

diperhatikan:

1) Kesesuaian jawaban responden dengan pertanyaan yang

diajukan

2) Kelengkapan pengisian daftar pertanyaan

3) Keajegan (consistency) jawaban responden.

Dalam menyunting, penyunting harus diberitahu agar tidak

mengganti atau menafsirkan jawaban responden. Jadi kebenaran

jawaban dapat terjaga.

b. Pengkodean (coding)

Pengkodean dapat dilakukan dengan memberi tanda

(simbol) yang berupa angka pada jawaban responden yang

diterima. Tujuan pengkodean adalah untuk penyederhanaan

jawaban responden, harus diperhatikan pemberian pada jenis
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pertanyaan yang diajukan (pertanyaan terbuka atau pertanyaan

tetutup) untuk pertanyaan tetutup, kode ditentukan dengan mudah,

misalnya: 1 untuk jawaban ya/setuju dan kode 0 untuk tidak/tidak

setuju; atau ditambah kode 99 untuk jawaban yang kosong

(responden tidak meberi jawaban).

Untuk pertanyaan terbuka dilakukan dengan tahapan

tertentu:

1) Jawaban responden diperiksa untuk dibuat kategori jawaban

tertentu

2) Apabila ternyata jawaban perlu dikategorikan dibuat kategori

yang sesuai.

3) Setelah itu tiap kategori diberi kode.

Seluruh kode yang ditentukan untuk tiap jawaban, disusun

dalam buku kode. Buku kode ini selain diperlukan dalam

pengkodean juga digunakan sebagai pedoman untuk analisis data

dan penulisan laporan.

c. Rekontruksi data (recontructing)

Rekontruksi data merupakan menyusun ulang data secara

teratur, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.27

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini

adalah kualitatif, dalam metode ini berfikir secara induktif, yaitu

menarik suatu kesimpulan dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-

27 Cholid Narbuko, Op.Cit, hlm. 153-155
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peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang

bersifat umum. Dan berfikir secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan

dari pengetahuan yang sifatnya umum, dan bertitik tolak pada

pengetahuan yang umum ketika hendak menilai suatu kejadian yang

khusus.28 Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang

data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar

dari permasalahan. Setelah data yang penulis kumpulkan telah di edit,

di coded dan telah diikhtisarkan dalam table, maka langkah selanjutnya

adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.29

28 Sutrisno Hadi, Metodelogi Reseach, Jilid I, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1983, hlm.42

29 Cholid Narbuko, Op. Cit. hlm. 156
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari

kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan

lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.1

Secara terminologi “pernikahan itu merupakan perjanjian hukum

(aqad) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang

wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan

perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan

akad yang benar”.2

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita

juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.3

Definisi ini tampak jauh lebih tepat dan lebih jelas serta tegas

dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) yang rumusannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan

1 Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,  Cetakan IV, 2007, hlm. 456

2 Dra. Dewani Romli, M. Ag, Fiqh Munakahat, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah,
2009), hlm. 14

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Fokusmedia,
2010), cet. 3, hlm. 1-2, pasal 1
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ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah”.4

Sedangkan di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 21

menyebutkan bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalizan yaitu janji

yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan

perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai

perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus

dipertahankan kelangsungannya. Sesungguhnya talak (perceraian) itu

dimungkinkan (dibolehkan) dalam Islam, tetapi Rasulullah Saw.

Menyebutkan sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Dan itulah

sebabnya mengapa dalam akad nikah harus ada saksi minimal dua orang di

samping wali nikah meskipun tentang status hukumnya apakah dia sebagai

rukun atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan oleh para

ulama (fuqaha).5

Semua definisi perkawinan (pernikahan) yang dikemukakan diatas,

baik secara terminologi maupun undang-undang, selalu menyebut-nyebut

kata akad (‘aqdun dalam bahasa Arab atau contract dalam bahasa Inggris)

atau lain-lain yang semakna dengannya. Selain dalam rangka menyalurkan

nafsu biologis (persenggamaan), tujuan utama dari akad perkawinan

adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga

(rumah tangga) bahagia atau keluarga sakinah dalam istilah Al-Qur’an.6

4 H. Abdurrahman, SH. MH. Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta; Akademika Pressindo,
2010), hlm. 114.

5 Ibid, hlm. 50
6 Ibid, hlm. 53.
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1. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan

antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran

kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang

berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia.

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-

tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan

bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya,

air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada

positif dan negatifnya dan sebagainya.7 Allah berfirman dalam surat

Al-Rum ayat 21:

              
          )21: الرم(

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.8

Allah SWT juga berfirman dalam surat Yasin ayat 36:

               
  )36: یسن(

7 Prof. Dr. H. M.A. Tihami, M.A., M.M dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M. H,
FikihMunakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 9.

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya Al Hikmah (Bandung:
Diponegoro, 2008), hlm. 406



19

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh

bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak

mereka ketahui”. (QS Yasin [36]: 36)9

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-

pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi

berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi

berikutnya, sebagaimana tercantum dalam dalam surat An-Nisa ayat 1:

                     
                      
    )1: النساء(

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari
padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak”. (QS An-Nisa [4]: 1)10

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu

melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam

wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.11

Ketentuan syara’ ataupun dasar hukum tentang perkawinan

dijelaskan juga dalam nash hadist Rasulullah Saw. Adapun hadits yang

berkaitan dengan perkawinan diantanya yaitu:

9 Ibid, hlm. 442
10 Ibid, hlm. 77
11 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-4, hlm. 13
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, الشَّباَبِ یاَ مَعْشَر:لىَ اللهِ عَلیَْھِ وَسَلَّمْ قَالَ لنَاَرَسُوْلُ اللهِ صَ : عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قاَلَ نْ عَ 

جْ مَنِ اسْتطََاعَ مِنْكُمُ الْباَءَ  وَمَنْ لمَْ یسَْتطَِعْ , وَاحَْصَنُ للِْفرَْجِ , صَرِ فاَنَِّھُ اغََضُّ للِْبَ , ةَ فلَْیتَزََوَّ

12)البخارى: رواه(.فَانَِّھُ لھَُ وِجَاءٌ , فعََلیَْھِ باِلصَوْمِ 

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud. Ia berkata: Rasulullah Saw
bersabda: Hai golongan orang-orang muda! Barang siapa
dari kamu mampu berkawin, hendaklah ia berkawin, karena
yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan
lebih memelihara kemaluan; dan barang siapa tidak mampu,
maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa
itu baginya (menjadi) pengekang syahwat ”.13 (H.R. Bukhari)

Rasulullah Saw bersabda:

, بْنِ مَالكِِ رَضِىَ اللهُ عَنْھُ أنََّ النَّبىَِ صَلىَ اللهِ عَلیَْھِ وَسَلمَْ حَمِدَاللهَ وَأثَْنىَ عَلیَْھعَنْ أنَسَِ و

جُ النِّسَاءَ وَأتَزَ, وَأفْطِرُ , وَأَصُومُ , وّأنََامُ ,اأصَُلِّ لكِنِّ أنََ : قاَلَ وَ  عَنْ سُنَّتيِ فلَیَْسَ فَمَنْ رَغِبَ , وَّ

14)البخارى: رواه. (مِنِّى

Artinya: “Dari Anas bin Malik. Bahwasannya Nabi Saw, telah memuji
Allah dan menyanjung-Nya dan bersabda…tetapi aku shalat
dan aku tidur dan aku puasa dan aku berbuka dan aku
berkawin perempuan-perempuan, maka barang siapa tidak
suka caraku, bukanlah ia dari golonganku”.15 (H.R. Bukhari)

Ayat-ayat Al-Qur’an dan sabda Nabi Saw di atas mengenai

dasar hukum perkawinan oleh para fuqaha dijadikan dasar wajibnya

menikah, namun hukum perkawinan tersebut dapat berubah menurut

ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

a. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang

akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah

mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari

12 Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari, (Jakarta:
Darul-Falah, 2004), cet ke-3, hlm 724. Hadist No 297, Bab Nikah

13 A. Hassan, Tarjamah Bulughul Maram, (Bandung: Diponegoro, 1999), hlm 431
14Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Loc. Cit. Hadits No 994, Bab Nikah
15 A. Hassan, Loc. Cit
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perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana

kecuali dengan nikah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat

An-Nur ayat 33:

             )33: النر(

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah

menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah

memampukan mereka dengan karunia-Nya”. (QS An-

Nur [24]: 33)16

b. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa

dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga

melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian,

tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

c. Nikah Sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah

mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari

perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari

pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

d. Nikah Mubah. Yaitu orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan

dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum

wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.17

e. Nikah Makruh. Yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk

melakukan perkawinan dan mempunyai kemampuan untuk

menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir

16 Departemen Agama RI, Op. Cit. hlm, 354
17 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-2, hlm. 10-11
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zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai

keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan

baik.18

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar

perkawinan, menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram,

sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau

mafsadatnya.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam

rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan

takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki

atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu, sesuatu

yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan

(ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan

itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon

pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Dan sah

yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.19

Menurut Jumhur ulama, Imam Syafi’i, dan Ulama Hanafi,

sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas;

a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

c. Wali

18 Abdul Rahman Ghozali, Op. Cit, hlm. 21.
19Ibid, hlm. 46.
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d. Adanya dua orang saksi.

e. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul.20

Tetapi Menurut Imam Malik bahwa rukun nikah itu ada lima

macam, yaitu:

a. Wali dari pihak perempuan.

b. Mahar (maskawin).

c. Calon pengantin laki-laki.

d. Calon pengantin perempuan.

e. Sighat akad nikah.21

Dari semua rukun nikah diatas tersebut yang paling penting

ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad

sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang

bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi

calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan dalam pasal

6 berikut ini:

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

mempelai;

b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin

kedua orang tua;

20 Ibid, hlm. 46-47
21 Ibid, hlm. 48
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c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,

maka izin ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan

kehendaknya;

d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam

keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin

diperoleh dari dari wali; orang yang memelihara atau orang yang

mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas

selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan

kehendaknya;

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang

disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau

lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka

pengadilan dalam derah hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat

memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang

tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;

f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan

lain.22

22Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Op.Cit, hlm. 3-4, pasal 6.
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Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau

perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya

menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

3. Macam-macam Perkawinan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang

keduanya mestinya dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu

rukun dari rukun-rukun perkawinan itu terjadi maka nikahnya

dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu maka salah satu

syarat dari syarat yang terdapat pada rukun nikahnya termasuk nikah

terlarang.23 Dalam macam-macam perkawinan dibagi menjadi tiga

yaitu;

a. Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah adalah nikah yang dilakukan antara laki-laki

dan wanita dalam jangka waktu tertentu. Bisa satu hari, dua hari,

sebulan atau seterusnya sesuai kesepakatan. Nikah mut’ah adalah

salah satu bentuk nikah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah,

tetapi kemudian dilarang oleh Rasulullah. Aliran Syi’ah Imamiyah

sampai sekarang membolehkan.24

Mengenai kebolehannya waktu ini terdapat perbedaan

antara ulama Ahlu Sunnah dengan Syi’ah Imamiyah. Menurut

jumhur ulama bahwa kebolehan nikah mut’ah itu sudah dicabut

dengan arti sekarang hukumnya telah haram. Ulama Syi’ah

23 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke 3,
hlm. 102

24M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media,
2003), cet ke-1, hlm. 283
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berpendapat bahwa tidak ada hadits Nabi yang sahih yang

mencabut kebolehan itu; dengan arti masih tetap hukumnya sampai

sekarang.

b. Nikah Tahlil atau Muhalil

Nikah muhallil atau nikah tahlil adalah perkawinan yang

dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak

tiga untuk segera kembali kepada istrinya. Bila seseorang telah

menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau

berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas

istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki

lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya. Hal ini sesuai

dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

)230: البقرة(قللىفاَنِْ طلََّقھَاَ فلاََتحَِلُّ لھَُ مِنْ بعَْدُحَتَّى تنَْكِحَ زَوْجًاغَیْرَهُ 

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak

yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal

baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain”.

(QS Al-Baqaroh [2]: 230)25

Perkawinan tahlil ini tidak menyalahi rukun yang telah

ditetapkan, namun karena niat orang yang mengawini itu tidak

ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, perkawinan ini dilarang

oleh Nabi dan pelakunya baik laki-laki yang menyuruh kawin atau

25 Departemen Agama RI, Op. Cit. hlm, 36.
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laki-laki yang mendapat penghalal itu dilaknat oleh Rasulullah Saw

dan Allah SWT.26

c. Nikah Sirri

Nikah sirri adalah perkawinan yang disembunyikan dan

tidak terpenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan Hukum

Islam, adalah perkawinan yang tidak sah. Menurut Ibnu Taimiyah

perkawinan sirri adalah sejenis perkawinan pelacur, karena tanpa

adanya wali dan tanpa dua saksi, dan perkawinan sirri juga

termasuk dzawatil akhdam yaitu perempuan yang mempunyai laki

piaraan (gundik). Perbuatan tersebut adalah haram dilakukan.

Apabila mereka tetap melanjutkan kehidupan perkawinan menurut

Umar bin Khattab, mereka termasuk melakukan zina, maka layak

mendapat hukuma jilid (dera atau cambuk).27

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk

memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang

harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak

dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya

ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni

kasih sayang antar anggota keluarga.28

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan

itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri,

26 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Op. Cit. Hlm. 105
27 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Op. Cit. Hlm. 110
28 Abdul Rahman Al-ghazali, Op. Cit, hlm. 22
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supaya terhindar dari perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.

Empat macam tujuan perkawinan sebagai berikut;

a. Meneteramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan

tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-

tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik

kepada wanita dan begitu sebaliknya. Bila sudah terjadi ‘aqad

nikah, si wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang

melindungi dan ada yang bergantung jawab dalam rumah tangga.

Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya

untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan

suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi

berbagai persoalan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21;

              
          )21: الرم(

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir. (QS Ar-Rum [30]: 21).29

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa

saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau

29Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm,  406
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berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan rumah tangga tidak

sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal.30

b. Mewujudkan (Melestarikan) Keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak

mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan

hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas,

perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami

atau istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini

diungkapkan oleh Allah dalam firma-Nya surat An-Nahl ayat 72 ;

             
      )72: النحل(

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis

kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri

kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu

rezki dari yang baik-baik”. (QS An-Nahl [16]: 72).31

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping alih

generasi secara estafet, anak cucu pun diharapkan dapat

menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal

dunia dengan panjatan do’a kepada Allah, begitu pentingnya

masalah keturunan (pewaris). Semua manusia yang normal merasa

gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan.

Rumah tangga terasa sepi, hidup tak bergairah, karena pada

30 M. Ali Hasan, Op. Cit, hlm. 13-14
31Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm, 274
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umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan

keluarga dan anak cucunya.32

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan

rohaninya. Menginginkan hububngan seks. Bahkan dunia hewan

pun berprilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak

usah dibendung dan dilarang.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual

sudah tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau

tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia

tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki

demikian sebagaimana Allah berfiman dalam surat An-Nisa ayat 1;

                  
                 
     )1: النساء(

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan
dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu
saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah)
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu
menjaga dan mengawasi kamu”. (QS An-Nisa [4]: 1).33

Dari ayat diatas tersebut dapat dipahami, bahwa tuntutan

pengembangbiakan dan tuntutan biologis telah dapat terpenuhi

sekaligus. Namun hendaknya diingat bahwa perintah “bertakwa”

32M. Ali Hasan, Op. Cit, hlm. 15-16
33Departemen Agama RI, Op.Cit, hlm, 77
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kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak

terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan

juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.34

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam

kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup

kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih

jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan,

mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi

manfaat untuk umat.

Sesuai dengan maksud penciptaan manusia dengan segala

keistimewaannya berkarya, maka manusia itu tidak pantas bebas

dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab dalam keluarga,

masyarakat dan negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkup

yang terkecil lebih dahulu (keluarga), kemudian baru meningkat

kepada yang lebih luas lagi.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa

melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan

sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil

orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas

dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab

dalam rumah tangga.

34 M. Ali Hasan, Op. Cit, hlm. 18-19
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Keempat tujuan perkawinan tersebut perlu mendapat

perhatian dan direnungkan matang-matang, agar kelangsungan

hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang

diharapkan.35

B. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat

Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini Pegawai Pencatat

Nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu

akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.36

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka

menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat

artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada

masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti ontentik

yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk juga oleh

pegawai perkawinan pada kantor catatan sipil. Sebagaimana dimaksud

dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan

perkawinan.37

Perkawinan selain merupakan akad yang suci, ia juga mengandung

hubungan keperdataan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Penjelasan

Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2

35 Ibid, hlm 20-21
36 Muhammad Zein dan Mukhtar Al-Shadieq, Membangun Keluarga Harmonis, (Jakarta:

Graha Cipta. 2005), cet, ke-1, hlm. 36
37 Neng Djubaidah. S.H,. M.H, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010),cet. 2, hlm. 159
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ayat 2 dinyatakan bahwa: “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.38

Menurut PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 3 dinyatakan bahwa :

1. setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan

kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan yang akan

dilangsungkan

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya

10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan

3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2)

disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas

nama) bupati daerah setempat.39

Dengan pernyataan diatas Kompilasi Hukum Islam menjelaskan

dalam pasal 5 akan halnya tentang pencatatan perkawinan yakni:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap

Perkawinan harus di catat.

2. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai

Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis dari pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yaitu:

1. untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat

nikah

38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Op. Cit, hlm. 2, pasal 2.
39 Ibid, hlm. 35
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2. perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah

tidak mempunyai kekuatan hukum.40

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum diatas yang mengatur

tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut

adalah Syarat Administratif.

Berbicara mengenai syarat administratif maka hal tersebut ada

didalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang

mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa penting atau

pencatatan sipil yang dialami setiap penduduk Republik Indonesia. Yang

dimaksud peristiwa penting dalam pasal 1 angka 17 dalam UU No. 23

Tahun 2006 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan

status kewarganegaraan. Jadi sudah jelas bahwa bukan hanya perkawinan

yang harus dicatatkan tetapi sesuatu hal-hal yang penting yang

menyangkut dengan kepentingan seseorang maka harus dicatatkan.

Kemudian didalam UU No. 23 Tahun 2006 juga dijelaskan

mengenai pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam

dalam pasal 8, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan

nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada

tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA

Kecamatan.

40H. Abdurrahman, SH. MH., Op. Cit, hlm. 114



35

Pencatatan Perkawinan di Indonesia menurut pasal 34 UU No. 23

Tahun 2006 ditentukan, bahwa:

1. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib

dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat

terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

tanggal perkawinan.

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan

menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

masing-masing diberikan kepada suami istri.

4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang

beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

5. Data hasil pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan

kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh)

hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.41

Dengan demikian pencatatan perkawinan diatur baik dalam UU

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan

41Neng Djubaidah, Op. Cit. hlm. 225-226
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juga dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

dikarenakan tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai

ketentuan hukum. Akibatnya apabila salah satu pihak melalaikan

kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum,

karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan

yang dilangsungkannya.

C. Pencatatan Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu

bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam.

Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan

perkawinan di dalam Al-Qur`an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama

fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan

perkawinan.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab

pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal

Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu

selain Al-Qur`an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Qur`an

dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang

dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari

yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya

mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk

dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al `urusy yang dilakukan dianggap

telah menjadi saksi, di samping saksi syar`i tentang suatu perkawinan.
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Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan

perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan.

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi

i`lanal nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat

setempat). Menurut pendapat yang kuat, i`lan al nikah merupakan salah

satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak

diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut

pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan

perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan

tidak diumumkan.

Praktek i`lan al nikah pada masa awal Islam merupakan salah satu

hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini

terbukti dengan adanya hadits yang menyatakan demikian, diantaranya

adalah:

وَاجْعَلوُْهُ فىِ , أَعْلنِوُْاھذََاالنِّكَاحَ : قاَلَ انََّ رَسُوْلُ اللهِ صَلىَ اللهُ عَلیَْھِ وَسَلمََ : قاَلتَْ عَنْ عَائشَِةَ 

فوُفِ , الْمَسَاجِدِ  42)رواه الترمذي. (وَاضْرِبوُْاباِ لدُّ

Artinya: “Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda

:"Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat

mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-

rebana". (H.R. Tirmidzi melalui Siti ‘Aisyah r.a)43

Hadits lain juga mengatakan Rasulullah Saw bersabda:

42 Buya H. M. Alfis Chaniago, Indeks Hadits dan Syarah Tirmidzi, (Bekasi: CV. Alfonso
Pratama, 2012), Cet. Ke- 8, hlm. 378

43 Ibid, hlm. 378
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حْمنِ بْ : وَسَلمََ عَنْ انَسَِ بْنِ مَا لكٍِ انََّ النَّبيَِّ صَلىَ اللهُ عَلیَْھِ  نِ عَوْفٍ اثَرََ رَأىَ عَلىَ عَبْدِ الرَّ

جْتُ امْرَأةًَ عَلىَ وَزْنِ نوََاةٍ مِنْ ذَھبٍَ , یَا رَسُوْلَ اللهِ : قاَ لَ ) مَا ھذََا؟(صُفْرَةٍ فقَاَ لَ  .انِِّيْ تزََوَّ

44).لمسلمرواه ا. (اوَْلمِْ وَلَوْ بشَِا ةٍ , فبَاَ رَكَ اللهُ لكََ : قاَ لَ 

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasannya Nabi Saw lihat pada
Abdurrahman bin’Auf bekas kuning, lalu bersabda: (apa ini?)
ia jawab: ya Rasulullah, saya berkawin dengan seorang
perempuan dengan (mas-kawin) setimbang satu biji dari mas,
Rasulullah Saw bersabda: mudah-mudahan Allah SWT
memberkati bagimu, adakanlah walimah, walaupun hanya
dengan seekor kambing”. (H.R. Muslim)45

Dari beberapa hadits yang telah dikemukakan, terlihat bahwa

walaupun pencatatan perkawinan belum dilakukan pada masa itu, namun

spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan perkawinan telah

dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana.

Sebagaimana yang telah di perintahkan oleh Nabi Muhammad SAW agar

mengumukannya atau mengi’lankan nikah meskipun dengan memotong

seekor kambing. Akan tetapi dalam masyarakat zaman sekarang ini, pesta

dengan menotong seekor kambing saja tidak cukup melaikan harus di

dokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurusi hal

itu.46

Disamping itu, ada pula argumen lain yang mendukung pentingnya

pencatatan perkawinan itu dilakukan dengan berpedoman pada ayat Al-

Qur’an surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyatakan bahwa dalam

melakukan transaksi penting seperti hutang piutang hendaknya selalu

44 Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Op. Cit., hlm. 750. Hadits No. 350
45 Ibid, hlm. 750
46 Waisul Qurni, “Sanksi Bagi Penghulu Ilegal dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946

Jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. (Skripsi Progam Studi Hukum  keluarga Islam
Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), hlm. 44
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dicatatkan sebagai berikut firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat

282:

               )282: البقرة(

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

kamu menuliskannya”. (Al-Baqarah : 282)47

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah pencatatan secara

tertulis dalam segala bentuk urusan mu’amalah seperti perdagangan,

hutang piutang dan sebagainya. Pada ayat tersebut juga menjelaskan

bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar di sisi Allah

SWT dapat menguatkan persaksian sekaligus dapat menghindarkan kita

dari keraguan setelah mendapatkan sumber nash yang menjadi dasar

rujukan untuk memahami hukum pencatatan perkawinan, kemudian

mencari illat yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad

mu’amalah.48

Dengan ayat di atas dapat ditarik istinbath dalam kajian ushul fiqh

dengan “qiyas yaitu menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat

ketentuan hukumnya dalam nash (al-qur’an dan sunnah) dengan masalah

yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash, karena adanya persamaan

illat hukum (motif hukum) antara kedua masalah itu”.49 Kemudian yang

ada di dalam ayat tersebut sama-sama mengandung akad yaitu akad nikah

hukumnya wajib sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu’amalah.

47 Departemen Agama RI, Op. Cit, hlm. 48
48 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm, 57
49 Drs. Susiadi AS, M. Sos. I, Ushul Fiqh I, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah, 2010),

hlm. 44
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Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan alat bukti tertulis yang

dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan akad

perkawinan, apabila di kemudian hari terdapat persoalan dalam rumah

tangga maka alat bukti yang paling shahih dalam Pengadilan Agama yaitu

pencatatan perkawinan.50

D. Pengertian Penghulu

Penghulu menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah berasal

dari kata “hulu” yang artinya kepala, dapat diartikan bahwa penghulu

adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan

urusan agama Islam.51 Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam

pemerintahan telah ada sejak adanya kerajaan Islam baik di jawa maupun

daerah luar jawa termas uk pada pemerintahan Kolonial Belanda.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun

1946, bahwa tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang disebut Penghulu,

sebagai pelayan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Di dalam

Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan aturan

tentang adanya pegawai pencatat nikah sebagai pejabat Kementrian

Agama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan

perkawinan.52

1. Dasar Hukum Kepenghuluan

a. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah,

talak dan rujuk;

50 Happy Susanto, Op. Cit., hlm. 58
51 Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit., hlm.

850
52 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.i., BP4 Kepenghuluan, (Bandar Lampung:

Fakultas Syari’ah, 2014), hlm. 2-3



41

b. Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya

Undang-undang RI tanggal 21 November 1954 No. 22 Tahun 1946

tentang pencatatan Nikah, Talak dan rujuk diseluruh Daerah Jawa

dan Madura;

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan;

e. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara No. 20 Tahun 2005 dan No. 14 A Tahun

2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu

dan Angka Kredit;

f. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Per/62/N.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan

Angka Kredit;

g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2007 Tentang Pencatatan Nikah.53

2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Kepenghuluan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946

Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan

Rujuk, menyatakan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang beragama

Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh P3NTR. Kerentuan ini

berlaku untuk seluruh Indonesia, sesuai dengan bunyi UU No. 32

53Ibid, hlm 3
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Tahun 1954 menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1946 nikah

yang dilakukan menurut agama Islam diawasi ole pegawai yang

ditunjuk olehnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut posisi penghulu tetap

dipertahankan sebagai pegawai pemerintah tetapi tugasnya hanya

mengawasi pernikahan ini berarti tugas dan fungsi penghulu

mengalami penyempitan.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu sebagai

penghulu semakin kuat dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974, beserta

PP No. 9 Tahun 1975. Berdasarkan pasal 1 huruf e PMA No. 2 Tahun

1990 bahwa kepala PPN adalah kepala subseksi kepenghuluan pada

kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya, kewajiban

PPN atau penghulu melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas

pegawai pencatat nikah.54

Sebagaimana juga Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab II

pasal 4 Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan

angka kreditnya, antara lain melakukan pencatatan kegiatan

kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan

pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan kosultasi nikah dan rujuk,

pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa

hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga

sakinah dan pengembangan kepenghuluan.55

54Waisul Qurni, Op. Cit., hlm. 56-57
55Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.i., Op. Cit, hlm 7-8
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Sedangkan tugas pokok penghulu menurut PMA No. 11 Tahun

2007 sebagai berikut:

a. Pasal 3 ayat (1) bahwa PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh

penghulu atau PPN.

b. Pasal 4 ayat (1) pelaksanaan tugas penghulu atau PPN

sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas

mandat yang diberikan oleh PPN.56

Kemudian penghulu mempunyai fungsi sebagai jabatan

fungsional berdasarkan Peraturan MENPAN No. PER/62/M.

PAN/6/2005 sebagai berikut:

a. Pelaksanaan pencatatan nikah atau rujuk bagi umat Islam,

b. Pelaksanaan nikah wali hakim,

c. Pengawasan kebenaran peristiwa nikah atau rujuk,

d. Pembinaan hukum munakahat dan Ahwal Syahshiyah,

e. Pembinaan Calon Pengantin,

f. Pembinaan Keluarga Sakinah.57

Mengenai tugas pokok dan fungsi penghulu yang ternyata turut

memberikan andil dalam pembangunan keluarga sejahtera. Bahkan

dalam struktur terbarunya, penghulu juga ditekankan untuk menjalin

hubungan lintas sektoral dengan aparat dan masyarakat dalam bidang-

bidang yang menjadi tugas pokok dan  fungsi kepenghuluan.58

56 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
57 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.S.i., Op. Cit, hlm. 16
58 Waisul Qurni, Op. Cit., hlm. 57
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Berdasarkan tugas pokok dan fungsi penghulu di atas,

penghulu juga di dalam BP4 Kepenghuluan, penghulu mempunyai

wewenang sebagai berikut:

a. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai

nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan

maupun kelompok;

b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan keluarga;

c. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berpekara di

luar Pengadilan Agama;

d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah

perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di luar

Peradilan Agama;

e. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami

yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan

pernikahan tidak dicatat;

f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang

memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;

g. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan

keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

h. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau

pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang

berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
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i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk  peningkatan

penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan

akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;

j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan

membina keluarga sakinah;

k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;

l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk

kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan

keluarga.59

Dengan demikian tugas pokok, fungsi dan wewenang

kepenghuluan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan

pelaksanaan, serta pelayanan KUA dibidang perkawinan dan

pembinaan keluarga sakinah dalam mensejahterakan serta

memudahkan masyarakat yang beragama Islam untuk melakukan

pencatatan perkawinan.60

E. Prosedur Pencatatan Perkawinan dalam PMA No. 11 Tahun 2007

Terdapat Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 prosedur

pencatatan perkawinan meliputi pemberitahuan kehendak nikah,

pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, dan akad nikah.

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Menurut pasal 5 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

tentang pencatatan nikah yaitu; Pemberitahuan kehendak menikah

59 Asep Sihabul Millah, S.H.I., M. Pd, 2014, “ Peran Penghulu dalam Implementasi UU
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, hlm 14-15, http;//www.scribd.com, akses 13 Desember
2016.

60 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Op. Cit, hlm 4
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disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon

isteri. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan

mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai

berikut:

a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa atau lurah atau nama

lainnya;

b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan

asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;

c. Persetujuan kedua calon mempelai;

d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala

desa/pejabat setingkat;

e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum

mencapai usia 21 tahun;

f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya

sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak ada;

g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai

umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16

tahun;

h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota

TNI atau POLRI;

i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri

lebih dari seorang;
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j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka

yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat

oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda atau duda;

l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi

warga negara asing.61

Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal calon istri

mencatat dengan teliti kehendak nikah dalam buku Pembantu PPN

menurut contoh model N 10, dan selanjutnya dengan diantar Pembantu

PPN tersebut yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya

kepada PPN dengan membawa surat-surat yang diperlukan.62

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas terhadap

calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak

adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan

kelengkapan persyaratan. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita

Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas,

calon isteri, calon suami dan wali nikah oleh Pembantu PPN

Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat

tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan,

pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan

61 Ibid, hlm. 2-3
62 Departemen Agama, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf
1996/1997), hlm. 9-11
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bertempat tinggal. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon

suami, dan calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil

pemeriksaan kepada PPN wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan

persyaratan atau ketentuan maka PPN harus memberitahukan kepada

calon suami dan wali nikah atau wakilnya.63

3. Pengumuman Kehendak Nikah

Apabila persyaratan pernikahan telah dipenuhi, PPN

mengumumkan kehendak nikah. Pengumuman adanya kehendak nikah

dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat

lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal

masing-masing calon mempelai. Pengumuman dilakukan selama 10

(sepuluh) hari.64

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau

sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur

dalam pasal 3 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 yaitu apabila terdapat

alasan ynag sangat penting, misalnya salah seorang akan segera

bertugas ke luar negri, maka memungkinkan yang bersangkutan

memohon dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama

Bupati memberikan dispensasi. Dalam kesempatan waktu sepuluh hari

ini calon suami istri seyogyanya mendapat nasihat perkawinan dari

BP4 setempat.65

63Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
64 Ibid
65 Departemen Agama, Op. Cit, hlm. 14
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4. Akad Nikah

Akad nikah tidak dilaksanakan sebelum masa pengumuman

berakhir, kecualian terhadap jangka waktu maka dapat dilakukan

karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari

camat di wilayah yang bersangkutan. Akad nikah dilaksanakan

dihadapan PPN atau Penghulu dan Pembantu PPN dari wilayah tempat

tinggal calon isteri.

Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan maka,

calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN di

wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat

rekomendasi nikah.

Kemudian adanya surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau

Kantor Perwakilan Republik Indonesia apabila akad nikah

dilaksanakan di luar ketentuan dan apabila calon suami berada di luar

Negeri. Akad nikah yang dilaksanakan di KUA atas permintaan calon

pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di

luar KUA. Calon suami dan calon isteri dapat mengadakan perjanjian

perkawinan. Materi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan

dengan hukum Islam atau peraturan perundang-undangan. Perjanjian

ditulis di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh kedua

belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan

disahkan oleh PPN, perjanjian dibuat 3 (tiga) rangkap yaitu dua

rangkap untuk suami dan isteri, dan satu rangkap disimpan di KUA.
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Mengenai pelaksanaan akad nikah suami dapat menyatakan

sigat taklik, sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami dan

ditetapkan oleh Menteri Agama. Sigat taklik tidak dapat dicabut

kembali karna telah ditandatangani suami dan ditetapkan oleh Menteri

Agama.66

Apabila penghulu tidak melaksanakan tugasnya sebagai

pegawai pencatat nikah atau melanggar sebagaimana yang disebutkan

dalam PMA No. 11 Tahun 2011 maka menurut pasal 40 dapat

dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta dapat diberhentikan jabatannya sebagai

pegawai pencatat nikah.

66 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
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BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung
Utara

1. Letak Geografi Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara

Letak kecamatan Abung Semuli adalah bagian timur profinsi

Lampung, yakni salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah

Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dengan kondisi geografis

sebagai berikut:

a. Ketinggian dari permukaan laut : 40 M dpl

b. Suhu udara rata-rata                   : 24 Derajat Celcius

c. Bentang wilayah                         : Datar sampai berombak1

Dengan keadaan geografis seperti di atas, mengindifikasikan

bahwa di daerah tersebut merupakan daerah pertanian. Karena dengan

ketinggian dan suhu rata-rata seperti diatas sangat cocok untuk

digunakan untuk menanam tanaman seperti padi, jagung, singkong dan

sebagainya sebagai mata pencarian penduduk. Hal ini dibuktikan

dengan sebagian besar penduduk kecamatan Abung Semuli bermata

pencarian sebagai petani persawahan.

Luas wilayah kecamatan Abung Semuli ± 12.451,51 Ha.

Dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanah sawah                                        : 449 Ha.

b. Tanah kering : 9837 Ha.

1 Data Monografi Kecamatan, Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara Tahun 2016
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c. Tanah Fasilitas Umum : 7 Ha.

d. Tanah Fasilitas Sosial Keagamaan : 112,202 M/Ha.2

Data ini mengindifikasikan bahwa kecamatan Abung Semuli

sebagian besar merupakan tanah kering serta tanah persawahan yaitu

tanah yang terletak di dataran rendah dan sebagian lainnya adalah

tanah yang digunakan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial

keagamaan. Karena kecamatan Abung Semuli tersebut merupakan

daerah yang dataran rendah sehingga  banyaknya  daerah persawahan

yang sekitarnya banyaknya irigasi sebagai tadah hujan.

2. Batas-batas Wilayah Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara

Batas-batas wilayah Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara

sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Abung Timur dan

Kecamatan Abung Surakarta.

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nyunyai

Kabupaten Lampung Tengah.

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Abung Selatan.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Abung Timur.3

Kecamatan Abung Semuli lebih dekat dengan Kabupaten kota

apabila dibandingkan dengan ketiga batas yang lain. Oleh karena itu

perkembangan perekonomian di Kecamatan tersecut sangat lancar

apabila dibandingkan dengan Kecamatan-kecamatan yang lain di

sekitarnya.

2 Ibid
3 Ibid
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3. Orbitrasi Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara

Jarak dan waktu tempuh dari desa terjauh dengan ibukota

Kecamata dan ibukota Kabupaten kota adalah sebagai berikut:

a. Jarak ke ibukota Kecamatan ± 17 Km

b. Jarak ke ibukota Kabupaten ± 27 Km

c. Waktu tempuh ke ibukota Kecamatan ± 45 menit

d. Waktu tempuh ke ibukota Kabupaten ± 01 jam.4

Waktu tempuh diatas merupakan ukuran apabila  kondisi jalan

penghubung  jalan dari desa terjauh dengan ibukota kecamatan atau

ibukota kabupaten baik, akan tetapi pada kenyataannya sekarang

adalah kondisi jalan penghubungnya banyak yang rusak, sebenarnya

letak Kecamatan tersebut cukup strategis yang otomatis dapat

dijangkau dengan mudah tetapi karna jalan penghubungnya banyak

yang rusak sehingga waktu tempuh yang sebagaimana disebutkan di

atas tidak cocok untuk kondisi saat ini.

B. Kondisi Demografis Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung
Utara

1. Jumlah Penduduk Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung

Utara

Penduduk Kecamatan Abung Semuli adalah kurang lebih

berjumlah  25.160 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

4Ibid
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Tabel I

Jumlah penduduk Kecamatan Abung Semuli
Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2016
No Uraian Keterangan

 Kepala Keluarga 7089 KK

2 Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 14969 Orang

3 Penduduk yang berjenis kelamin perempuan 14611 Orang

Jumlah 30.000 Orang

Sumber:  Data Monografi Kecamatan Abung Semuli Kabupaten
Lampung Utara tahun 2016

Tabel diatas menunjukan bahwa penduduk Kecamatan Abung

Semuli lebih banyak didominasi oleh laki-laki, karena memang

seharusnya lebih banyak penduduk laki-laki dari pada perempuan

dikarenakan agar perempuan supaya dapat mengurus rumah tangga

dengan baik sehingga tidak perlu untuk keluar rumah untuk bekerja

karna segala aspek kegiatan banyak melibatkan kaum laki-laki

dibadingkan dengan kaum perempuan.

2. Kondisi Pendidikan Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung

Utara

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Abung Semuli

berjumlah 29 (dua puluh sembilan) buah yaitu, 7 (tujuh) buah Taman

Kanak-kanak, 14 (empat belas) buah Sekolah Dasar (SD) terdiri dari

12 (dua belas) buah Sekolah Dasar Negri (SDN), 1 (satu) buah Sekolah

Dasar Swasta Islam, 1 (satu) buah Sekolah Dasar Luar Biasa, 4

(empat) buah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terdiri dari, 3
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(tiga) buah Sekolah Menengah Pertama Negri (SMPN), dan 1 (satu)

buah Sekolah Menengah Pertama Swasta Islam, kemudian tingkat

Sekolah Menengah Utama Negri ada 2 (dua) buah, dan 2 (dua) buah

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Adapun, tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Abung

Semuli adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Tingkat pendidikan Kecamatan Abung Semuli
Kabupaten Lampung Utara

Tahun 2016
No Tingkat pendidikan Jumlah

1 Belum Sekolah 2136 Orang

2 Tidak Tamat Sekolah Dasar 4264 Orang

3 Tamat SD/Sederajat 12421 Orang

4 Tamat SLTP/Sederajat 8246 Orang

5 Tamat SLTA/Sederajat 1673 Orang

6 Tamat Akademik/Sederajat 826 Orang

7 Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat 215 Orang

8 Buta Huruf 219 Orang

Total 30.000 Orang

Sumber: Data Monografi Kecamatan Abung Semuli Kabupaten
Lampung Utara tahun 2016

Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Abung Semuli

berdasarkan data yang didapat oleh penyusun, diketahui bahwa jumlah

penduduk yang menempuh pendidikan tinggi sangat sedikit sekali. Hal

ini dipengaruhi dengan kondisi ekonomi masyarakat, kurangnya

kemauan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan kurangnya sarana

pendidikan di sekitar daerah tersebut pada saat ini. Namun data ini
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suatu saat akan berubah dengan mulai adanya kesadaran masyarakat

akan pentingnya pendidikan serta mulai banyaknya sarana pendidikan

di sekitar daerah tersebut.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Abung Semuli

Lampung Utara

Masyarakat Kecamatan Abung Semuli merupakan masyarakat

yang heterogen yaitu yang terdiri dari bermacam-macam suku. Tetapi

meskipun demikian mayoritas penduduk kecamatan Abung Semuli

adalah suku Jawa, yaitu penduduk asli kecamatan tersebut. Adapun

suku pendatang yaitu diantaranya adalah suku lampung, suku sunda,

dan suku ogan.

Meskipun terdiri dari bermacam-macam suku, kehidupan sosial

masyarakat Kecamatan Abung Semuli secara umum hidup rukun dan

damai meskipun terkadang terjadi konflik-konflik kecil. Kehidupan

damai di Kecamatan Abung Semuli ditandai dengan adanya kegiatan

gotong royong setiap sebulan sekali dan jum’at bersih setiap

minggunya seperti membersihkan jalan kecamatan, membuat jalan ke

sawah dan irigasi, dan membersihkan selokan depan rumah-rumah

masyarakat Kecamatan Abung Semuli.

Kondisi ekonomi di Kecamatan Abung Semuli pada dasarnya

bermacam-macam, namun sebagian besar masyarakat kecamatan

Abung Semuli adalah berprofesi sebagai petani sawah dan kebun. Hal

ini dapat dilihat dari bentang wilayah kecamatan tersebut merupakan

wilayah dataran rendah yang datar sampai berombak.
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Masyarakat Kecamatan Abung Semuli selain berprofesi

sebagai petani ada juga yang bekerja sebagai:

a. Buruh tani sebanyak 1841 orang

b. Buruh kebun sebanyak 1674 orang

c. Pedagang sebanyak 497 orang

d. Buruh bangunan sebanyak 213 orang

e. Pengrajin/Industri kecil sebanyak 37 orang

f. Pegawai Negri Sipil (PNS) sebanyak 786 orang

g. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebanyak 97

orang.5

4. Kondisi Keagamaan Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara

Masyarakat Kecamatan Abung Semuli sebagian besar memeluk

agama Islam dan sebagian yang lainnya pemeluk agama Khatolik,

Protestan, Hindu dan Budha. Pemeluk yang memeluk agama Khatolik,

Protestan, Hindu dan Budha letak tempat tinggalnya terpisah dengan

masyarakat yang memeluk agama Islam. Sehingga sangat jarang

terjadinya kontak atau komunikasi antara mereka. Oleh sebab itu tidak

pernah terjadi konflik yang berhubungan dengan agama di Kecamatan

tersebut.

Aktifitas keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat

yang beragama Islam di Kecamatan Abung Semuli adalah kegiatan

pengajian ibu-ibu setiap hari jum’at dan bapak-bapak dan sebagian

5 Ibid
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pemuda dalam bentuk yasinan, yang rutin dikerjakan setiap malam

Jum’at.

Selain ikut aktif dalam kegiatan rutin bapak-bapak, para

pemuda juga tergabung di dalam suatu bentuk organisasi yaitu Remaja

Islam Masjid (risma) yang kegiatannya berpusat di Masjid

Baiturrohman kegiatann rutin yang dilakukan oleh risma  adalah

pengajian rutin setiap malam rabu dan Al-Barjanji setiap malam

minggu.

Pendidikan tentang agama untuk anak-anak juga diterapkan di

Kecamatan dan Desa-desa tersebut yakni berupa pengajian anak-anak

yang dilaksanakan  di masjid-masjid dalam bentuk  Taman Pendidikan

Al Qur’an (TPA). Kegiatan  TPA biasanya dilakukan pada sore hari

dan malam setelah maghrib. Selain di masjid, pendidikan tentang ilmu

Al Qur’an dan ilmu agama juga dilakukan di masing-masing rumah

guru ngaji. Dan kegiatannya biasanya dilakukan pada sore hari

sebelum anak-anak berangkat ke TPA.

Kegiatan rutin yang bersifat keagamaan di Kecamatan Abung

Semuli dipraktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut memiliki

implikasi positif terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu bukti dari

implikasi positif kegiatan keagamaan tersebut adalah dalam pembelian

tanah makam, pembangunan Masjid dan Surau, pengajian-pengajian

besar dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam yang semua itu

berawal dari musyawarah  yang dilakukan ketika melakukan pengajian

rutin tersebut.



59

Selain hal di atas, bukti dari implikasi positif kegiatan-kegiatan

rutin yang bersifat keagamaan di Kecamatan tersebut adalah dengan

terwujudnya sebuah impian bersama untuk terus merenovasi dan

melakukan pelebaran bangunan masjid salah satunnya yaitu masjid

Baiturrohman yang berada di Kecamatan Abung Semuli hal ini

disebabkan karena masyarakat sadar bahwasannya masjid bagi

masyarakat Kecamatan Abung Semuli tidak hanya berfungsi sebagai

tempat ibadah melainkan juga memiliki fungsi sebagai tempat

pengajian dan bermusyawarah apabila ada permasalahan serta dapat

berfungsi juga untuk melakukan akad nikah selain di KUA atau Balai

Nikah.

C. Sejarah KUA Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara

Institusi Kantor Urusan Agama berdasarkan fakta sejarah

sebenarnya telah ada sejak jaman kerajaan dan penjajahan, hanya sebutan

istilah yang berbeda. Istilah pemangku Kantor Urusan Agama ini pada

masa kerajaan Mataram Islam dengan istilah reh-penghulon, yang

memiliki otoritas dalam menjalankan hukum Islam di lingkungan kerajaan

atau pusat pemerintahan dan sampai pada tingkat bawah yaitu kewedanan

atau kecamatan.

Kemudian Kecamatan Abung Semuli merupakan pecahan dari

kecamatan Abung Selatan, seiring dengan definitifnya kecamatan abung

semuli maka berdirilah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung

Semuli yang pada awal berdiri dipimpin oleh seorang kepala KUA
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bernama Ahmad Saybani S.Ag dibantu 2 orang staf dan 2 orang honorer,

beralamat di Jalan Cendra wasih no 92 Semuli Jaya.

Pada awal berdiri kantor KUA menyewa tempat di rumah ibu tuti,

selanjutnya pada tahun 2010 berdirilah bangunan KUA baru diatas tanah

wakaf seluas 20136 m2 dengan luas bangunan 6 x 9 m2, semenjak

definitif KUA Abung Semuli telah mengalami 3 kali pergantian kepala

KUA, periode pertama dipimpin oleh Bapak Ahmad Saybani .S. Ag,

periode kedua dipimpin oleh Bapak Didi. HS. SH, dibantu oleh 3orang

staf, 1 orang penyuluh dan 1 orang penjaga kantor. Periode ketiga

dipimpin oleh Bapak Drs Dadang Jumarna, dibantu oleh 3 staf, 1 orang

penyuluh Agama Islam, 1 orang Penghulu dan 1 orang penjaga kantor.

Adapun wilayah kerja KUA Kecamatan Abung Semuli mencakup

7 desa yaitu desa Sukamaju dengan jumlah penduduk yang beragama

Islam 4313 orang, Semuli Jaya 3780 orang, Semuli Raya 6313 orang, Sido

Rahayu 4492 orang, Papan Asri 2092 oang, Gunung Sari 1709 orang dan

Gunung Keramat 2269 orang.6

D. Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan pada Masyarakat
Kecamatan Abung Semuli

Berdasarkan hasil dari penelitian penyusun, bahwa peran penghulu

terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi di kecamatan Abung Semuli

sangat penting karna penghulu merupakan Pegawai Pencatat Nikah yang

mempunyai peran dalam  melaksanakan pencatatan perkawinan yaitu,

menerima pemberitahuan nikah, mendaftar, menerima, dan meneliti

kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan,

6 Diambil dari Laporan Tahunan KUA Kecamatan Abung Semuli, Tahun 2015
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mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar

KUA, melakukan pengawasan nikah dan rujuk menurut agama Islam,

bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTCR.7

Penghulu juga merupakan pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil

yang diberi tugas antara lain, melakukan pencatatan kegiatan

kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan

pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk,

pemantauan pelanggaran nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum

munakahat dan bimbingan mu’amalah, pembinaan keluarga sakinah dan

pengembangan kepenghuluan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya

tersebut penghulu merasa dalam menjalankan tugasnya sudah terlaksana

semua.8 Tetapi masyarakat tidak beranggapan bahwa penghulu

mempunyai peran serta tugas yang telah di sebutkan di atas, karena

mereka beranggapan bahwa penghulu itu hanya menikahkan saja, padahal

penghulu mempunyai banyak peran dan tugas dalam hal pencatatan

pekawinan.9 Sehingga membuat tugas tersebut belum terlaksana dengan

baik dikarenakan anggapan masyarakat tersebut.

Adapun menurut catatat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA

Kecamatan Abung Semuli, jumlah peristiwa nikah mengalami penurunan

setiap tahunnya, semenjak ditiadakannya P3NTR pada tahun 2014. Pada

tahun 2013 jumlah yang nikah 315 orang, tahun 2014 berjumlah 250

7 Wawancara dengan Kepala KUA, Drs. Dadang Jumarna, Abung Semuli, Lampung
Utara, 06 Januari 2017, pukul 10:00 WIB.

8 Wawancara dengan Kepala KUA, Drs. Dadang Jumarna, Abung Semuli, Lampung
Utara, 06 Januari 2016, pukul 10:00 WIB.

9 Wawancara dengan staf KUA, Ridwan A. SE, Abung Semuli, Lampung Utara, 09
Januari 2017, pukul 10:00 WIB
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(turun 23%), tahun 2015 berjumlah 212 orang (turun 35% dari tahun

2013), tahun 2016 berjumlah 200 orang (turun 37% dari tahun 2013).10

Penurunan jumlah peristiwa nikah tersebut bukan karena pelayanan yang

tidak maksimal, namun di samping kebanyakan umat Islam di wilayah

Kecamatan Abung Semuli bertempat tinggal jauh dari lingkungan

kecamatan Abung Semuli, serta banyak calon pengantin yang mendaftar

kurang bahkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang pada

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut pegawai pencatat nikah mengenai data usia

yang sudah siap melakukan perkawinan sekitar 2210 orang yang telah

berumur 20-30 tahun, dan usia remaja 15-19 tahun sekitar 1120 orang.11

Kemudian  yang terjadi pada masyarakat saat ini diketahui bahwa kualitas

perkawinan sangat memprihatikan, yakni sekitar 30 hingga 35% sebelum

akad nikah calon pengantin perempuan sudah hamil di luar nikah, dan ini

banyak dilakukan oleh usia remaja yang belum memenuhi persyaratan

untuk menikah karna usia di bawah umur, sehingga harus adanya izin

terlebih dahulu dari orang tua dan dispensasi untuk melakukan

perkawinan. Dan masalah tersebut juga menyebabkan untuk tidak

melakukan pencatatan perkawinan dikarenakan melakukan perkawinan

hanya untuk menutupi aib malu saja.12

10 Wawancara dengan Penghulu KUA, Weli Kusworo, S. EI, M. E. Sy, Abung Semuli,
Lampung Utara, 10 Januari 2017 pukul 10:00 WIB

11 Wawancara dengan Penghulu KUA, Weli Kusworo, S. EI, M. E. Sy, Abung Semuli,
Lampung Utara, 10 Januari 2017 pukul 10:00 WIB

12 Wawancara dengan Staf KUA, Hasyim SN, Semuli Jaya, Abung Semuli, Lampung
Utara,07 Januari 2017 pukul 10:00 WIB
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Menurut PPN Penurunan jumlah peristiwa perkawinan diatas

bukan karna pelayanan yang tidak maksimal tapi, dikarenakan adanya

beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat belum melakukan

pencatatan perkawinan adalah:

Pertama, karena masyarakat kurang mengetahui pentingnya

pencatatan perkawinan, sehingga membuat masyarakat untuk tidak

melakukan pencatatan perkawinan. Yang mereka ketahui apabila sudah

melakukan perkawinan di depan penghulu desa atau tokoh agama itu

sudah sah karna sudah terpenuhinya rukun dan syarat. Namun tidak

menutup kemungkinan akan timbulnya perselisihan antara kedua belah

pihak tersebut sebab perkawinannya belum sah menurut Negara.

Kedua, karena jarak tempuh dari desa yang pelosok untuk sampai

ke Kecamatan sangat jauh serta banyaknya jalan penghubung yang rusak

untuk sampai ke Kecamatan, sehingga membuat masyarakat enggan untuk

melakukan pencatatan perkawinan dengan kondisi jalan yang banyak

rusak.

Ketiga, karena masyarakat tidak mengetahui prosedur pencatatan

perkawinan, sehingga membuat masyarakat tidak melakukan pencatatan

perkawinan karena beranggapan susah dan rumit untuk mengurusi

pencatatan perkawinan.

Keempat, karena hamil di luar nikah, sehingga membuat

masyarakat tidak melakukan pencatatan perkawinan, karena perkawinan

tersebut hanya untuk menutup aib saja sehingga masyarakat hanya
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melansungkan perkawinan tanpa adanya pencatatan perkawinan serta

pengawasan dari pegawai pencatat nikah.

Kelima, karena ekonomi, masyarakat beranggapan bahwa biaya

pencatatan perkawinan itu mahal. Padahal apabila mereka melihat

peraturan mengenai biaya nikah yaitu PP No. 48 Tahun 2014 mengenai

biaya nikah apabila pernikahan tersebut dilakukan di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan dan untuk

perkawinan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA)

dikenakan biaya transpotasi dan jasa profesi sebagai penghulu sekaligus

pencatat perkawinan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu) dan untuk

warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana

yang melaksanakan nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak

dapat dikenakan tarif.13 Jadi biaya nikah sekarang tidak dapat di jadikan

alasan untuk tidak melakukan pencatatan perkawinannya kecuali

mempunyai niat untuk tidak melakukan pencatatan perkawinannya karna

takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri sipil nikah

lebih dari satu.

Kemudian secara hukum agama maupun hukum positif perkawinan

yang dilakukan karena sebab-sebab tersebut tidak dapat dibenarkan karna

akibat yang timbulkan dari pernikahan tersebut tidak dapat diselesaikan

secara hukum karna pernikahan tersebut masih diragukan keabsahannya

dan pernikahan tersebut termasuk ilegal karna tidak sah apabila belum

dicatatkan di KUA Kecamatan. Menurut penghulu hanya ada satu cara

13 PP No. 48 Tahun 2014
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yaitu melakukan Isbat Nikah yang dalam hal ini menjadi wewenang

Pengadilan Agama.14

Sebab itu dalam hal ini KUA yang  berperan penting dan lembaga

resmi yang di dalamnya terdapat penghulu yang mempunyai jabatan

fungsional untuk mencatat semua peristiwa pernikahan. Berdasarkan

keterangan kepala KUA Kecamatan Abung Semuli bahwa penghulu sudah

melaksanakan perannya sebagai pegawai pencatat nikah dalam melakukan

pencatatan perkawinan dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan biaya

pencatatan perkawinan;

Adapun upaya penghulu dalam hal sosialisasi tentang

pencatatan perkawinan dan biaya pencatatan perkawinan, penghulu

melakukan sosialisi dibantu dengan pegawai yang ada di KUA dan

dalam melakukan sosialisasi penghulu mengadakannya dalam satu

tahun tiga kali yaitu; pada awal tahun, pertengahan tahun serta akhir

tahun. Tetapi menurut pegawai KUA pada 3 tahun terakhir ini

penghulu hanya melakukan sosialisasi pada awal tahun 2016 saja, dari

7 desa yang ada di kecamatan Abung Semuli, penghulu hanya

melakukan sosialisanya hanya di 4 desa yaitu; Desa Semuli Jaya, Desa

Semuli Raya, Desa Sukamaju, dan Desa Sido Rahayu. Ke empat desa

tersebut merupakan desa yang mudah dijangkau dari KUA Kecamatan

Abung Semuli, serta desa yang belum pernah dilakukan sosialisasi

dalam waktu 3 tahun ini yaitu; Desa Gunung Kramat, Desa Gunung

14 Wawancara dengan Penghulu KUA, Weli Kusworo, S. EI, M. E. Sy, Abung Semuli,
Lampung Utara, 10 Januari 2017 pukul 10:00 WIB
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Sari, dan Desa Papan Asri. Ke tiga desa tersebut tidak pernah

dilakukan sosialisasi dikarenakan kurangnya biaya serta tidak adanya

sarana umum untuk menjangkau desa yang jaraknya jauh dari

kecamatan Abung Semuli.15

2. Memberikan wawasan mengenai cara administrasi pernikahan pada

acara Musrenbang di desa-desa;

Mengenai memberikan wawasan mengenai cara administrasi

pada acara musrenbang di desa-desa biasanya penghulu melakukan

acara tersebut bekerja sama dengan aparatur-aparatur desa setiap 6

bulan sekali, tetapi dalam 3 tahun terakhir ini penghulu hanya

melakukan acara tersebut dalam satu tahun terakhir ini saja. Dan

itupun hanya dilakukan di 4 desa yang berada di lingkungan KUA

kecamatan Abung Semuli yaitu; Desa Semuli Jaya, Desa Semuli Raya,

Desa Sukamaju, dan Desa Sido Rahayu. Sedangkan untuk Desa

Gunung Kramat, Gunung Sari, dan Papan Asri belum pernah diadakan

acara musrenbang dalam 3 tahun terakhir ini untuk memberikan

wawasan mengenai cara administrasi pernikahan, sehingga membuat

masyarakat tersebut kurangnya pengetahuan serta wawasan mengenai

cara administrasi pernikahan.16

3. Memberikan nasihat dan kursus pengantin bagi calon pengantin yang

akan melakukan perkawinan;

15 Wawancara dengan Staf KUA, Sumanto Saleh, Abung Semuli, Lampung Utara, 11
Januari 2017, pukul 11:00 WIB.

16 Wawancara dengan Staf KUA, Ridwan A. SE, Abung Semuli, Lampung Utara, 09
Januari 2017, pukul 10:00 WIB
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Adapun menurut kepala KUA dalam hal memberikan kursus

kepada calon pengantin itu dilakukan oleh penghulu kepada calon

pengantin baik laki-laki maupun perempuan selama 3 hari dalam

waktu 24 jam waktu kerja, tetapi penghulu KUA kecamatan Abung

Semuli dalam melaksanakan kursus kepada calon pengantin hanya

dilakukan 1 hari kerja saja. Karna kurangnya kesadaran masyarakat

untuk mengikuti kursus calon pengantin, sehingga membuat penghulu

hanya melakukan kursus calon pengantin hanya 1 hari kerja saja,

meskipun sudah dijadwalkan untuk melakukan kursus pengantin tetapi

masyarakat masih sangat sulit untuk menumbuhkan kesadaran akan

pentingnya pemberian kursus calon pengantin oleh penghulu. Padahal

dalam hal pemberian kursus kepada calon pengantin itu sangat penting

untuk kelangsungan berumah tangga serta untuk menciptakan keluarga

yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta untuk memberikan

pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan itu tidak

cukup hanya dengan satu hari saja.17

4. Menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan

perkawinan dalam rapat koordinasi dengan perangkat desa.18

Mengenai upaya penghulu dalam rangka menghimbau

masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan, penghulu

melakukan hal tersebut dalam 6 bulan sekali serta mengadakan rapat

koordinasi bersama aparat-aparat desa supaya menghimbau kepada

17 Wawancara dengan Kepala KUA, Drs. Dadang Jumarna, Abung Semuli, Lampung
Utara, 12 Januari 2017, pukul 10:00 WIB.

18 Wawancara dengan Kepala KUA, Drs. Dadang Jumarna, Abung Semuli, Lampung
Utara, 06 Januari 2017, pukul 10:00 WIB.
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masyarakat  melakukan pencatatan perkawinan agar perkawinan yang

dilakukan masyarakat dapat diakui oleh Negara serta agama, dan juga

memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan melakukan

perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Tetapi dalam hal

menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan

perkawinan, penghulu hanya melakukan di 4 desa yang ada di

lingkungan KUA Kecamatan Abung Semuli yaitu; Desa Semuli Jaya,

Desa Semuli Raya, Desa Sukamaju, dan Desa Sido Rahayu. Serta desa

yang belum pernah diadakan acara untuk menghimbau kepada

masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan dalam rapat

koordinasi dengan perangkat desa, dikarenakan jaraknya jauh dari

kecamatan Abung Semuli yaitu; Desa Gunung Kramat, Desa Gunung

Sari, dan Desa Papan Asri serta kurangnya sarana umum sehingga

sangat sulit untuk menjangkau daerah tersebut.19

Peran penghulu selain melakukan upayanya dalam melakukan

pencatatan perkakwinan, penghulu juga mempunyai progam-progam

dalam hal pelayanan pelaksana pegawai pencatat nikah sebagai berikut:

1. Mengikuti pembinaan kepenghuluan yang dilaksanakan oleh seksi

Urusan Agama Islam;

Progam dalam rangka penghulu mengikuti pembinaan

kepenghuluan yang dilaksanakan oleh seksi urusan agama Islam

biasanya dilakukan 3 bulan sekali dengan pelaksanaannya seminggu

penuh jam kerja, tetapi dalam hal ini penghulu hanya mengikuti

19 Wawancara dengan Staf KUA, Hasyim SN, Semuli Jaya, Abung Semuli, Lampung
Utara,07 Januari 2017 pukul 10:00 WIB
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sesekali saja, padahal progam tersebut sangat penting bagi penghulu

untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pencatatan

perkawinan.

2. Melaksanakan Kegiatan BP4 Kecamatan, pembinaan keluarga sakinah

dan pelayanan konseling masalah NTCR;

Dari keterangan staf yang ada di KUA bahwa Penghulu dalam

menjalankan progamnya yaitu melaksanakan kegiatan BP4

Kecamatan, pembinaan keluarga sakinah dan pelayanan konseling

masalah NTCR. Penghulu melaksanakannya dengan sangat baik dalam

hal  kegiatan BP4, Tetapi dalam hal melaksanakan pembinaan keluarga

sakinah dan pelayanan konseling masalah NTCR penghulu kurang

melaksanakan dalam hal pembinaan dan pelayanan tersebut

dikarenakan penghulu tersebut kurang memberikan pembinaan

keluarga sakinah serta solusi dalam setiap masalah yang terjadi dalam

kehidupan rumah tangga.20

3. Menerima dan memeriksa berkas persyaratan nikah;

Progam yang selanjutnya adalah menerima dan memeriksa

berkas persyaratan nikah, dalam hal menerima dan memeriksa

penghulu menerima semua berkas yang telah memenuhi persyaratan

nikah, tetapi dalam hal memeriksa penghulu kurang teliti dalam

memeriksa berkas tersebut, sehingga terkadang staf lain harus

memeriksa kembali berkas tersebut karena dikhawatirkan berkas

20Wawancara dengan staf  KUA, Ridwan A. SE, Abung Semuli, Lampung Utara, 09
Januari 2017, pukul 10:00 WIB
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tersebut tidak memenuhi persyaratan nikah yang ada sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

4. Menyelesaikan buku Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tepat pada

waktunya.21

Kemudian dalam progamnya yang terakhir yaitu

menyelesaikan buku Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tepat pada

waktunya, dalam progamnya tersebut penghulu sudah menyelesaikan

buku akta nikah dan kutipan akta nikah pada tepat waktu sesuai dengan

progam tersebut. Tetapi dalam menyelesaikannya penghulu dibantu

oleh staf lain karena apabila dikerjakan sendiri penghulu tidak

menyelesaikannya tepat waktu. Karena penghulu masih sangat lambat

dalam hal menyelesaikan buku akta nikah serta kutipan akta nikah.22

Sudah jelas mengenai upaya dan progam penghulu dalam

melaksanakan pencatatan perkawinan yang terjadi pada KUA kecamatan

Abung Semuli bahwasannya dapat lihat bahwa peran penghulu tersebut

dalam melaksanakan pencatatan perkawinan tidak secara rutinnitas,

sehingga membuat penurunan jumlah peristiwa perkawinan yang dicatat di

KUA. Dan juga karena selama ini penghulu hanya melakukan upayanya di

lingkungan KUA Kecamatan Abung Semuli saja, belum sampai

menjangkau ke desa-desa yang jaraknya jauh dari KUA Kecamatan Abung

Semuli seperti, desa Gunung Kramat, desa Gunung Sari, dan Papan Asri.23

21 Wawancara dengan Penghulu KUA, Weli Kusworo, S. EI, M. E. Sy, Abung Semuli,
Lampung Utara, 10 Januari 2017 pukul 10:00 WIB

22Wawancara dengan staf  KUA, Ridwan A. SE, Abung Semuli, Lampung Utara, 09
Januari 2017, pukul 10:00 WIB

23 Wawancara dengan Staf KUA, Hasyim SN, Semuli Jaya, Abung Semuli, Lampung
Utara,07 Januari 2017 pukul 10:00 WIB
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Serta penghulu dalam melaksanakan upaya serta progamnya dalam

melaksanakan pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Abung

Semuli adanya faktor penghambat yaitu:

pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya

pencatatan perkawinan. Dalam hal kurangnya pengetahuan masyarakat

sehingga menghambat upaya serta progam penghulu tersebut, serta

kurangnya sosialisai yang dilakukan penghulu sehingga sangat sulit

memberikan pemahaman kepada mayarakat terhadap pentingnya

pencatatan perkawinan.

Kedua, kurangnya sumber daya manusia di KUA. Kurangnya

sumber daya manusia atau pegawai di KUA itu menyebabkan

terhambatnya upaya pencatatan perkawinan, karena kurangnya sumber

daya manusia tersebut dengan banyaknya umat yang beragama Islam di

Kecamatan Abung Semuli hanya ada satu penghulu di KUA, membuat

upaya serta progam melakukan pencatatan perkawinan tidak dapat

menjangkau ke desa-desa yang jauh dari Kecamatan.

Ketiga, belum adanya kesadaran masyarakat dalam pencatatan

perkawinan. Karena tidak adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan

pencatatan perkawinan sehingga membuat upaya serta progam tersebut

sangat sulit di lakukan. Serta penghulu juga belum melaksanakan upaya

serta progamnya secara rutin nitas sehingga sangat sulit untuk

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan

perkawinan.
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Keempat, perlu dukungan sarana dan prasarana KUA lebih baik

lagi. Kurangnya dukungan sarana prasarana sehingga membuat upaya dan

progam peran penghulu kurang baik dalam melaksanakan pencatatan

perkawinan karna tidak adanya kendaraan dinas yang khusus untuk

menjangkau ke desa-desa yang jaraknya jauh dari KUA Kecamatan Abung

Semuli, sehingga membuat masyarakat kurang mempunyai kesadaran

untuk melakukan pencatatan perkawinan. Khususnya pengetahuan

masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan supaya dapat melakukan

pencatatan perkawinan, agar dapat terwujudnya keluarga yang sakinah,

mawaddah, warahmah tanpa adanya KDRT.24

24Wawancara dengan Kepala KUA, Drs. Dadang Jumarna, Abung Semuli, Lampung
Utara, 06 Januari 2017, pukul 10:00 WIB.
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BAB IV

PERAN PENGHULU TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN
(Studi Pada KUA Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh penyusun bahwa peran

penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang terjadi di kecamatan Abung

Semuli sangat penting karna penghulu merupakan Pegawai Negri Sipil yang

mempunyai peran dalam  melaksanakan pencatatan perkawinan seperti, menerima

pemberitahuan nikah, mendaftar, menerima, dan meneliti kehendak nikah

terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkan, mengamankan serta

mencatat peristiwa nikah di KUA maupun di luar KUA, melakukan pengawasan

nikah dan rujuk menurut agama Islam, bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan administrasi NTCR. Penghulu juga merupakan pejabat

fungsional yang diberi tugas, melakukan pencatatan kegiatan kepenghuluan,

pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk,

penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran nikah dan

rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu’amalah, pembinaan

keluarga sakinah dan pengembangan kepenghuluan.

Seperti yang terjadi pada KUA kecamatan Abung Semuli bahwa penghulu

sudah merasa terlaksana semua tugasnya sesuai dengan Peraturan yang ada.

Tetapi masyarakat kecamatan Abung Semuli banyak yang salah menafsirkan

bahwa penghulu itu menikahkan dan menjadi naibul wali. Padahal penghulu

mempunyai tugas pokok untuk pengawasan pencatatan nikah, pelaksana

pelayanan nikah dan rujuk, penasihat dan konsultasi nikah rujuk bukan untuk

menikahkan saja dan menjadi naibul wali bagi wali calon pengantin perempuan.
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Dan itu memicu adanya peran penghulu tidak optimal dalam melaksanakan

tugasnya sebagai pegawai pencatat perkawinan.

Serta adanya penurunan data peristiwa pernikahan yang sangat signifikan

dikarenakan ditiadakannya pembantu pegawai pencatat nikah. Karna pada saat

masih ada P3N masyarakat lebih mengandalkannya untuk mengurusi urusan yang

berkaitan dengan pencatatan perkawinan, karna masyarakat berfikir apabila

mengurusi mengenai pencatatan perkawinan itu susah dan ribet sehingga mereka

memilih untuk tidak melakukan pencatatan perkawinannya. Dan penurunan

jumlah peristiwa perkawinan juga bukan karena pelayan KUA yang tidak

maksimal, karena memang masyarakat yang beragama Islam banyak yang

bertempat tinggal jauh dari Kecamatan Abung Semuli sehingga membuat

penurunan peristiwa pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Abung

Semuli. Kemudian mereka lebih memilih melaksanakan perkawinan tanpa

hadirnya aparat yang berwenang juga sudah sah perkawinan tersebut menurut

hukum agama Islam serta mereka juga mengganggap bahwa pencatatan hanya hal

yang sifatnya administratif saja.

Adapun faktor penyebab mereka belum melakukan pencatatan

perkawinannya sebagai berikut:

1. Karena kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan;

2. Karena jarak tempuh terlampau jauh dari desa ke Kecamatan;

3. Karena tidak mengetahui prosedur pencatatan perkawinan;

4. Karena untuk menutup aib hamil di luar nikah;

5. Karena ekonomi.
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Berdasarkan faktor penyebab diatas bukankah tidak mengindahkan tujuan

dari peraturan Pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan

melindungi hak-hak masyarakat tersebut, tetapi yang terjadi pada masyarakat

Abung Semuli justru membuat peraturan tersebut bukan kepentingan masyarakat.

Padahal apabila kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal

2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan

pelaksanaan yaitu PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai

sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 UU

Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari

Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sebagai penghulu yang mempunyai jabatan fungsional yaitu pegawai

pencatat nikah yang dilakukan penghulu supaya masyarakatnya melakukan

pencatatan perkawinan penghulu mempunyai upaya serta progam diantaranya:

1. Diadakannya sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan;

2. Memberikan cara administrasi pernikahan pada acara Musrenbang di desa-

desa;
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3. Memberikan nasihat dan kursus pengantin bagi calon pengantin yang akan

melakukan perkawinan;

4. Menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan;

5. Mengadakan rapat koordinasi dengan perangkat desa mengenai pencatatan

perkawinan.

Adapun yang menjadi progam Penghulu dalam melakukan pelayanan

pelaksana pegawai pencatat nikah sebagai berikut:

1. Mengikuti pembinaan kepenghuluan yang dilaksanakan oleh seksi Urusan

Agama Islam;

2. Melaksanakan Kegiatan BP4 Kecamatan, pembinaan keluarga sakinah, dan

pelayanan konseling masalah NTCR;

3. Menerima dan memeriksa berkas persyaratan nikah;

4. Menyelesaikan buku Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tepat pada

waktunya.

Adapun upaya serta progam tersebut yang dilakukan penghulu dapat

dilihat dari hasil penelitian penyusun bahwa, upaya serta progam yang dilakukan

penghulu belum optimal karena dalam hal sosialisasi mengenai pencatatan

perkawinan dalam 3 tahun terakhir ini penghulu hanya melaksanakan satu tahun

terakhir ini saja, dan itupun hanya dilakukan di 4 desa yang jaraknya dekat dengan

lingkungan Kecamatan Abung Semuli yaitu; Desa Semuli Jaya, Desa Semuli

Raya, Desa Sukamaju, dan Desa Sido Rahayu. Tidak secara menyeluruh sampai

ke desa-desa yang jaraknya jauh dari kecamatan yaitu; Desa Gunung Kramat,

Desa Gunung Sari, dan Desa Papan Asri. Padahal upaya sosialisasi tersebut sangat

penting untuk pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan tetapi
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penghulu tidak melaksanakan secara rutin nitas sehingga sangat sulit

menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan.

Kemudian penghulu juga dalam melaksanakan upaya serta progamnya tidak

dilakukan secara baik, karena penghulu dalam 3 tahun terakhir hanya melakukan

upaya serta progamnya tersebut hanya beberapa kali saja.

Padahal dengan diadakannya upaya serta progam di atas diharapkan agar

masyarakat mengetahui pentingnya peran penghulu dalam melakukan pencatatan

perkawinan. Serta Penghulu juga dalam melaksanakan tugasnya supaya lebih

optimal lagi, serta dapat meningkatkan kinerja penghulu yang kurang baik

manjadi lebih baik supaya sesuai dengan peraturan yang ada. Mengenai adanya

faktor penghambat yang menyebabkan penghulu tersebut tidak berperan secara

optimal dalam melaksanakan pencatatan perkawinan supaya pemerintah

memberikan sarana prasarana yang lebih baik lagi agar penghulu dapat

melaksanakan tugasnya secara optimal.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini,

maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan pada KUA

Kecamatan Abung Semuli yang dilakukan penghulu belum optimal karena

penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti,

sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya dilakukan

di lingkungan kecamatan saja belum menyeluruh sampai ke desa-desa

yang jaraknya jauh dari Kecamatan, itupun hanya dilakukan satu tahun

terakhir ini saja dalam waktu 3 tahun ini. Serta upaya yang lainnya juga

penghulu tidak melakukan secara rutin nitas penghulu hanya melakukan

upayanya sesekali saja dalam 3 tahun terakhir ini.

Adapun upaya dan progam tersebut dalam melakukan pencatatan

perkawinan karena adanya faktor penghambat yang menyebabkan

penghulu tidak optimal dalam melaksanakan upaya dan progamnya. Faktor

penghambat tersebut diantanya, kurangnya pengetahuan masyarakat

mengenai pencatatan perkawinan, kurangnya sumber daya manusia di

KUA, belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakuakan pencatatan

perkawinan, serta kurangnya sarana prasarana yang mendukung sehingga

sangat sulit penghulu untuk menjangkau wilayah yang jauh dari

Kecamatan serta kurangnya sumber daya manusia dengan banyaknya umat
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beragama Islam hanya ada satu penghulu di KUA sehingga tidak

menjangkau masyarakat yang beraga Islam yang bertempat tinggal jauh

dari Kecamatan.

B. Saran

Dari pembahasan skripsi ini dapat dipahami secara jelas bahwa

pencatatan perkawinan merupakan salah satu jenis dari proses perkawinan

yang telah lama dipratikkan oleh umat Islam di Indonesia khususnya, yang

memerlukan suatu peraturan yang lebih jelas. Baik menurut hukum Islam

dan Undang-undang perkawinan.

Untuk kepala KUA dan pegawai pencatat nikah pada KUA

Kecamatan Abung Semuli agar lebih optimal lagi dalam menjalankan

tugasnya dalam pencatatan perkawinan sehingga masyarakat akan sadar

terhadap pentingnya melakukan pencatatan perkawinan.
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